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ABSTRAK 

Dalam menganalisis ekonomi kebijakan melibatkan pengumpulan dan analisis data ekonomi yang relevan, serta 

penerapan teori ekonomi untuk memahami dampak kebijakan tertentu. Dalam merancang konsep ekonomi kebijakan, 

penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Misalnya, perlu 

dipertimbangkan dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, inflasi, dan stabilitas 

ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, dalam merancang konsep ekonomi kebijakan, penting juga untuk 

mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, konsep ekonomi 

kebijakan harus mampu mencapai tujuan efisiensi ekonomi tanpa mengorbankan keadilan sosial. Dalam analisis 

abstrak ini, juga perlu dipertimbangkan adanya trade-off di antara berbagai tujuan kebijakan. Misalnya, kebijakan 

yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mungkin harus mengorbankan stabilitas inflasi, atau 

sebaliknya. Dengan demikian, analisis abstrak dalam merancang konsep ekonomi kebijakan dapat membantu para 

pengambil keputusan untuk merancang kebijakan yang efektif dan optimal bagi perekonomian suatu negara. 
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 PENDAHULUAN 

Merancang konsep ekonomi kebijakan memerlukan proses yang kompleks dan penuh tantangan. 

Dinamika ekonomi yang terus berubah dan sulit di prediksi, juga sulit untuk merumuskan kebijakan yang 

efektif dalam jangka panjang karena faktor penyebab seperti perubahan teknologi, globalisasi, dan bencana 

alam. Kebijakan saat ini mugkin tidak relevan di masa depan, keterbatasan informasi atau data, kebijakan 

pengambilan keputusan seringkali terhambat oleh kurangnya data yang akurat dan terkini terkait kondisi 

ekonomi dan sosial. Hal ini menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Konflik 

kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti pemerintah, bisnis, dan masyarakat 

seringkali berbeda dan bersaing. Merumuskan kebijakan yang adil dan seimbang untuk semua pihak 

menjadi tantangan yang signifikan. Dampak dari kebijakan ekonomi memerlukan biaya yang besar dalam 

hal keuangan maupun sumber daya lainnya. Pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap 

kelompok masyarakat sebelum implementasi. Sangat sulit untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan secara 

akurat karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Hal ini menjadi kesulitan dalam belajar dari pengalaman 

untuk meningkatkan kebijakan dimasa depan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan 

kebijakan ekonomi menyebabkan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi 

masyrakat 

Ekonomi kebijakan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal 

perekonomian. Dapat berupa Kebijakan Fiskal yaitu mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah, 

Kebijakan Moneter yang mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, Kebijakan perdangangan 

mengatur perdagangan Internasional, dan Kebijakan sosial yang menyediakan layanan dan program untuk 

membantu masyarakat yang membutuhkan. Tujuan dari Ekonomi Kebijakan ini untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Konsep ekonomi kebijakan terdiri dari Pasar dan kegagalan pasar, yang 

menjelaskan bagaimana cara pasar bekerja dan bagaimana kegagalan pasar dapat terjadi. Peran pemerintah, 

yaitu bagaimana upaya pemerintah mengatasi kegagalan pasar dan mencapai tujuan ekonomi. Instrumen 

kebijakan, menjelaskan beberapa instrumen kebijakan yang bisa digunakan pemerintah untuk mencapai 

tujuannya.  Analisis biaya manfaat, untuk mengukur dan memandingakan biaya dan manfaat dalam suatu 

kebijakan. Yang terakhir Evaluasi kebijakan, yaitu mengevaluasi suatu kebijakan. 

Peran dan fungsi pemerintah dibidang ekonomi yaitu berperan dalam upaya peningkatan kehidupan 

ekonomi ,individu dan anggota masyarakat anggota masyarakat yang memiliki peranan pasar melalui sektor 

swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar merupakan hal yang bersifat komplemented dengan pelaku 

ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki fungsi stabilitasi yaitu fungsi pemerintah 

dalam menciptakan kestabilan ekonomi sosial politik hukum pertahanan dan keamanan fungsi alokasi yaitu 

fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa seperti pembangunan jalan raya gedung sekolah 

penyediaan fasilitas penerangan dan telepon fungsi distribusi yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan 

atau distribusi pendapatan masyarakat Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu 

pembangunan ekonomi di banyak negara terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun 

tidak langsung intervensi Pemerintah perlu dalam perekonomian untuk mengurangi kegagalan pasar seperti 

kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan. 

Mekanisme pasar tidak bisa berfungsi tanpa beradanya aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan ini 

memberi landasan bagi penerapan aturan main termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang 
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melanggar. Untuk menjamin efisiensi dan stabilitas ekonomi perlu peran dan fungsi pemerintah dalam 

perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. 

Kegagalan pasar (market failure) adalah istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai 

alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum hal ini terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok 

monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak  sampingan eksternalitas 

seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan 

ekonomi yang terutama berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa atau disebut dengan kebutuhan publik 

yang meliputi dua macam yaitu barang dan jasa publik dengan barang dan jasa privat Barang dan jasa publik 

adalah barang dan jasa yang memanfaatkannya bisa dinikmati bersama contohnya yaitu jalan Raya fasilitas 

kesehatan pendidikan transportasi air minum dan penerangan. Barang dan jasa privat adalah barang dan 

jasa yang diproduksi yang penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan orang lain. Contohnya 

pembelian pakaian yang menjadi hak milik dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang 

membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang.(Herdiana, 2013)  

Secara konseptual, Sistem kebijakan ekonomi di Indonesia berbeda dengan liberalisme maupun 

merkantilisme. Dalam sistem liberalis, hak milik perseorang (property right) diakui dan dilindungi. 

Selanjutnya alokasi sumber daya tidak ditentukan oleh negara, melainkan diserahkan kepada tangan-tangan 

gaib (invisible hand), yaitu mekanisme pasar. Negara adalah visible hand yang perannya bisa mendistorsi 

pasar dan karena itu harus dibatasi seminimal mungkin. Sebaliknya dalam merkantilis, negara memegang 

peranan yang sangat dominan dalam menentukan segala aturan main dalam pengembangan sumber daya 

dan distribusinya. Negara berkuasa mutlak dalam menetapkan segala-galanya baik dalam pemilikan, 

penguasaan, maupun pemanfaatan faktor-faktor produksi.(Hafizah, 2005) 

 

 

METODE PENELITIAN 

      Metode deskriptif kualitatif dalam merancang konsep ekonomi kebijakan mencakup 

pengumpulan dan analisis data dalam bentuk kualitatif dan bersifat subjektif. Metode kualitatif membantu 

menangani data yang tidak dapat diterangkumi dalam statistik, seperti data yang tidak dapat diterangkumi 

dalam angka atau data yang tidak dapat diterangkumi dalam kuantitas. Metode kualitatif digunakan untuk 

menangani data eksplorasi, yang diperoleh dari sampel. Metode kualitatif juga membantu dalam membuat 

keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Penggunaan metode kualitatif dalam analisis kebijakan 

digunakan untuk menangani model kompleks dan kumpulan data besar, yang diperoleh dari sampel. Pada 

1990-an, analisis kualitatif menjadi jauh lebih umum dan terinformasi, terutama karena perangkat lunak 

statistik, seperti SPSS, SAS, dan STATA, memfasilitasi penggunaan metode kualitatif untuk menangani 

model kompleks dan kumpulan data besar.          

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Identifikasi masalah: Tahap ini mengidentifikasi masalah ekonomi yang ingin diatasi oleh 

kebijakan. Masalah ini dapat berupa pengangguran, inflasi, kemiskinan, atau ketidaksetaraan.Analisis 

penyebab: Tahap ini menganalisis penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Analisis ini harus 

komprehensif dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin berkontribusi pada masalah. Kajian 

solusi: Tahap ini mengkaji berbagai solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah. Solusi ini harus dikaji 
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secara objektif dan berdasarkan bukti empiris. Evaluasi dampak: Tahap ini mengevaluasi dampak potensial 

dari berbagai solusi yang dikaji. Evaluasi ini harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan politik 

dari setiap solusi. Pembahasan: Rekomendasi kebijakan: Berdasarkan hasil analisis, pembahasan ini 

merumuskan rekomendasi kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah. Rekomendasi ini harus 

didukung oleh bukti empiris dan argumen yang logis. Implementasi kebijakan: Pembahasan ini juga 

membahas bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Implementasi kebijakan harus 

mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sumber daya yang tersedia, kapasitas kelembagaan, dan 

dukungan politik. Evaluasi dan monitoring: Pembahasan ini membahas bagaimana kebijakan tersebut akan 

dievaluasi dan dimonitoring. Evaluasi dan monitoring diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan 

tersebut efektif dalam mencapai tujuannya. 

 

 

KESIMPULAN 

     Analisis yang komprehensif dan mendalam sangat penting dalam merancang konsep ekonomi 

kebijakan. Hasil analisis tersebut harus digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat 

dan efektif. Implementasi dan monitoring kebijakan juga harus dipertimbangkan dengan matang agar 

kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Memahami Konteks dan Tantangan Ekonomi dengan 

menganalisis kondisi ekonomi makro dan mikro, termasuk tren, fluktuasi, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Mengidentifikasi isu dan tantangan ekonomi utama yang dihadapi, seperti kemiskinan, 

ketimpangan, pengangguran, dan inflasi. Memahami tujuan dan sasaran kebijakan ekonomi yang ingin 

dicapai. Melakukan Analisis Dampak Kebijakan, menilai dampak positif dan negatif dari berbagai opsi 

kebijakan yang tersedia. Mempertimbangkan distribusi dampak kebijakan pada berbagai kelompok 

masyarakat, seperti kelompok kaya, miskin, dan rentan. Memperhitungkan biaya dan manfaat ekonomi dari 

setiap opsi kebijakan. Memilih Kebijakan yang Tepat, memilih opsi kebijakan yang paling efektif dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Memperhatikan konsistensi kebijakan dengan 

kebijakan lain yang ada. Memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan 

efisien. Memantau dan Mengevaluasi Kebijakan, Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala 

terhadap efektivitas kebijakan. Mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasi kebijakan. 

Melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. 
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